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PUTUSAN
Nomor 548/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Z I »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Mei 1971, agama Islam,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat
kediaman di JL. KH Ahmad Dahlan , RT 001 RW 001,
Kel. Limba B,Kecamatan Kota Selatan, Kota
Gorontalo(dirumahnya Rin Abdul Kadir), sebagai
Pemohon;

melawan
Termohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Februari 1972, agama Islam,
pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat
kediaman di JL. MT. Haryono, RT 001 RW 005, Kel.
Padebuolo,Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo,
sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
23 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
548/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 11 April 1993, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo,
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sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

415/Kua.30.06.02/PW.01/08/2022, tertanggal 19 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
orang tua Termohon selama 3 tahun kemudian pindah dirumah bersama
sampai pisah sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- Yanti Ambo usia 27 tahun;

- Santi usia 28 tahun;

Bahwa kedua anak tersebut telah menikah;

3. Bahwa sejak 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai
tidak harmonis disebabkan karena :

- Termohon sering menghabiskan uang untuk bermain judi;

- Termohon tidak lagi mendengarkan perkatan Pemohon dan sudah tidak
lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah
tangga, sehingga Pemohon sudah bersabar dan mengingatkan
Termohon untuk mengubah sikap, namun Termohon tidak pernah
mendengarkan perkataan Pemohon;

- Bahwa Termohon memiliki emosional yang tinggi bahkan Termohon
sering mengeluarkan kata-kata kasar pada saat Termohon marabh;

- Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon
sehingga Pemohon yang harus membayar semua hutang Termohon;

4. Bahwa Perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada
bulan Juni 2022 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama
kurang lebih 3 bulan. Dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400/Kesra/Pdbl/IX/850/2022 yang
dikeluarkan oleh Lurah Padebuolo pada tanggal 02 September 2022;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan
Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,
dan dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2022;

Subsider:

-Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan

Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara
secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat
penetapan Nomor 548/Pdt.G/2022/Gtlo tanggal 23 September 2022 dengan
amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;

- Memberi izin Kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;

- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Negara yang diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon
untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hadrawati,
S.Ag., M.H.1.) tanggal 18 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah adalah
sebagai berikut;

- Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon dan siap
mengajukan jawaban secara lisan pada hari ini;

- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
harmonis lagi sejak tahun 2012, akan tetapi nanti sejak bulan Juni 2022

- Bahwa tidak benar Termohon bermain judi “bingo”, tapi hanya iseng saja
dan tidak memakai taruhan uang;

- Bahwa benar Termohon marah dan memaki Pemohon, sebab merasa
jengkel ketika Pemohon bekerja si Marisa selama 1 bulan, tetapi tidak ada
hasil dari pekerjaannya, dan ketika Termohon Tanya hasilnya, Pemohon
hanya menjawab “mengapa nanti mos suruh bayar”;

- Bahwa tidak benar Termohon sering berhutang, akan tetapi hanya alasan
Pemohon yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama
Popi (guru TK) Tunas Harapan;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir (kampas) dan sering mentransfer
uang ke perempuan lain, dan membayar listrik pacarnya tersebut;

- Bahwa saya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik
secara lisan yang diantaranya mengaku mempunyai penghasilan setiap bulan
Rp 2.250.000,-, dan atas replik Pemohon tersebut Termohon telah pula
mengajukan duplik yang semuanya tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Selatan,

Kota Gorontalo, Nomor 415/Kua.30.06.02/PW.01/08/2022 Tanggal 19
Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
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B. Saksi

Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Montir,

bertempat tinggal di Kelurahan Limba, Kecamatan Kota Selatan, Kota

Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah kemanakan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi
sejak tahun 2012;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan
Pemohon;

- Bahwa selain itu saksi sering mendengar Termohon memaki Pemohon
kalau sedang marah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni
2022, karena Pemohon telah meninggalkan Termohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi ;

- Bahwa pihak keluarga pernah mengusahakan agar Pemohon dan
Termohon rukun lagi, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau
rukun lagi;

Saksi 2 , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales

Promision Girl, bertempat tinggal di Kelurahan Limba, Kecamatan Kota

Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah

kemanakan Pemohon;
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- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 orang
anak;

- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah hutang,
karena saksi pernah disuruh Pemohon untuk membayar hutang
Termohon sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratrus ribu rupiah);

- Bahwa selain itu saksi sering mendengar Termohon memaki Pemohon
kalau sedang marabh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni
2022, karena Pemohon telah meninggalkan Termohon;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi ;

- Bahwa pihak keluarga pernah mengusahakan agar Pemohon dan
Termohon rukun lagi, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau
rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah
menghadirkan 2 orang saksi, yaitu :
Saksi 1. , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan
SLTA, bertempat tinggal di Desa Luhu KecamatanTelaga Kabupaten Gorontalo,
dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
sah ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam
keadaan rukun, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan
Termohon sampai, akan tetapi yang saksi ketahui adalah ada perempuan
lain datang kepada Pemohon pada malam hari dan mereka duduk bersama;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal kejadiannya, akan tetapi sekitar hari raya
idhul adha tahun 2022 ini;
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- Bahwa saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut, akan tetapi foto
pemohon dengan perempuan tersebut sempat tersebar di Facebook,
sehingga diketahui oleh pihak keluarga;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 2 bulan, karena
Pemohon telah meninggalkan Termohon;

- Bawa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,

bertempat tinggal di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabpaten Gorontalo,

dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak Pemohon tahu antara Pemohon dan Termohon
adalah suami isteri yang sah ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui masalah rumah tengga
Pemohon dan Termohon, namun pada bulan juni 2022 anak Pemohon
memberitahu kesaksi bahwa Pemohon telah turun menunggalkan
Termohon,;

- Bahwa mendekati hari raya haji, Termohon mengajak Pemohon pulang,
akan tetapi Pemohon tidak mau pulang kecuali anaknya yang bernama Yanti
turun dari rumabh;

- Bahwa ketika datang, Pemohon hanya minta surat izin untuk kawin lagi
dengan perempuan lain yang bernama Poipi Tuli, Guru TK Tunas Harapan
di Marisa;

- Bahwa Pemohon pernah memposting foto bersama pacarnya tersebut
dengan dan menambahkan kata “Keluarga Bahagia”;

- Bahwa Pemohon telah turun meninggalkan Pemohon sehak bulan Juni
2022;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap

pada permohonannya, dan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan
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bercerai dengan Pemohon dan keduanya tidak mengajukan apapun lagi selain
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon
dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan
Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh
ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Mediasi, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Hadrawati,
S.Ag., MHI. Wakil Ketua Pengadilan Agama Gorontalo sebagai Mediator, dan
berdasarkan laporan Hasil Mediasi tanggal tanggal 18 Oktober 2022, bahwa
pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha sungguh-sungguh
untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap
tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 82 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2)
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,
akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut
sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai karena sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi
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perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menghabiskan
uang untuk berjudi, Termohon tidak meu mendengar perkataan Pemohon
sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon memiliki memosional yang
tinggi bahkan sering berkata-kata kasar dan Termohon sering berhutang tanpa
sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon harus membayar semua hutang
Termohon, dan keran pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2022 Pemohon
meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon
dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan
Pemohon tersebut, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan
hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon
mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu
berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2019 jis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk
mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa
dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu
fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan bukti
(P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Pasal 129
Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum
yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan percerain harus ada cukup alasan
bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga
sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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Tentang Perkawinan, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah
Permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon
memberikan jawaban dengan membantah alasan Pemohon mengajukan cerai,
dan membenarkan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian
dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena
perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk
menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking), maka baik
yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-
sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan
beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di
atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah
benar sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
pertengkaran dengan faktor-faktor penyebabnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak
dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat
dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan
Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
permohonannya telah mengajukan pembuktian, baik bukti surat yang bertanda
P. dan 2 orang saksi, sementara Termohon telah pula mengajukan 2 orang
saksi;

Menimbang, bahwa karena bukti P. dinilai telah memenuhi syarat formil
dan materil sebagai suatu bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan
mengikat, oleh karena itu telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon
adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan saksi | dan Il dikorelasikan
dengan dalil-dalii permohonan Pemohon, maka telah terdapat beberapa
keterangan yang bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keterangan,
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bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, disebabkan sikap Termohon yang bersifat kasar kepada
Pemohon serta sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga
keduanya berpisah sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang telah dihadirkan
Termohon, dinilai tidak dapat melemahkan bukti-bukti saksi yang telah
dihadirkan Pemohon, bahkan Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian
keterangan saksi Pemohon dengan keterangan saksi Termohon terutama yang
berkaitan dengan pertengakaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan
oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara,
Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas
alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan
dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan
yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308
RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPerdata, oleh karenanya secara
formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum “Isi
pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi
bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa
mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang
mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat
kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan
perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi-saksi Pemohon,
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
telah diliputi dengan suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat
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dari adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang

berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni

2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, terhadap fakta-fakta peristiwa yang telah dikualifisir dan telah
dinyatakan terbukti tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai dasar faktuil
(feitelijk grounden) bagi Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan mengenai
fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti, yang secara runtut diuraikan sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai
2 orang anak;

2. Bahwa awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun
layaknya suami isteri akan tetapi telah terjadi perselisihan terus menerus
antara Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
adalah sikap Termohon yang bersikap kasar kepada Pemohon dan sering
berhutang;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Juni 2022 dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi
dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis permohonan Pemohon merujuk
pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon
dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam perspectiv ketentuan
tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus
menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan

dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus
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terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama terikat
dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti
tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah
peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung oleh
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terminologi yuridis perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristwa perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah
secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan
tetapi perselisihan dan pertengkaran dipandang secara komprehensif dan
integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri
terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan
keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (broken
marriage). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa
hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya
berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu
mengemukanya peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi
kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam
perkara a quo dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan
tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa fakta hukum yaitu, sering
terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon,
dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor
penyebabnya, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus
menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan
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Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat
dirukunkan lagi dan telah hidup berpisah yang sampai sekarang telah
berlangsung sekitar 4 bulan, dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah
menambah bobot runcingnya percekcokan Pemohon dan Termohon, maka
perpisahan keduanya justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai
pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung
dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta
tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Pemohon dan Termohon
telah dikategorikan sebagai perkawinan yang pecah (broken marriage), karena
tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan
dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
(vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, terlepas dari penilaian siapa yang
salah dan apa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan
dan pertengkaran terus menerus, terbukti Pemohon dan Termohon telah
berpisah sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang, dinilai sebagai tidak adanya
upaya nyata untuk rukun kembali, sehingga hal tersebut menjadi petunjuk yang
memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan hubungan batin
antara keduanya telah terputus.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit
didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan
Termohon yang secara terus menerus dan benar-benar telah tidak memberikan
manfaat, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih
besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk  mempertahankan
keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu
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mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang diambil alih menjadi pertimbangan
Majelis Hakim, yaitu :
tdlasdl cd> e pado awlaa]l <50

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakim
berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok
permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan
kembali serta tidak lagi tinggal serumah dan telah hidup berpisah, maka dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena
rumah tangga keduanya telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan
pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu
mengemukakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Kitab Madaa
Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz | halaman 83 yang kemudian diambil alih
sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai:

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh
(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah
satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah
aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak awal hingga akhir
proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali
membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam
kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa
saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu-membantu
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antara satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-
unsur yang menjadi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan
dalam Pasal 149 huruf (a), dan (b) serta huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami
wajib; Memberikan mut“ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa
uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut gobla al-dukhul, karena mut'ah
tersebut disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya
bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan,
kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim
memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam
al-Qur'an Surat al-Bagarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah
diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-
orang yang bertagwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang
layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam
menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena
pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri
yang akan diceraikan oleh suaminya dan dalam persidangan ternyata Pemohon
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mempunyai pekerjaan (sopir kampas) yang mempunyai penghasilan, maka
majelis berpendapat disesuaikan dengan penghasilan Pemohon dan perceraian
tersebut atas kehendak suami, maka secara ex officio dan telah sesuai dengan
rasa keadilan bila Pemohon dihukum memberikan mut'ah kepada Termohon
berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Rl Tahun 2017,
maka diperintahkan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah tersebut
sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk
berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama
Gorontalo;

3. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk membayar kepada Termohon
(Termohon) sebelum pelaksanaan ikrar talak Mut’ah berupa uang sejumlah
Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Biaya perkara dibebankan ke Negara dalam DIPA Pengadilan Agama
Gorontalo Tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin
Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri
Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.
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Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

dan Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd

Drs. Muh. Hamka Musa, MH Drs. Syafrudin Mohamad, MH
ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH
Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Suharlis Hulawa
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